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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR : A2¢6 H30IKPI2010

TENTANG
ETIKA DAN DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS BENGKUI.U

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Menimbang : a. bahwa penetapan Universitas Bengkulu sebagai Badan
Layanan Umum memberikan kemandirian, otonomi, dan
tanggungjawab yang lebih besar untuk mewujudkan tujuan
Universilas Bengkulu;

b bahwa untuk mewujudkan tujuan Universitas Benghuly
perlu didukung oleh pegawai yang remiliki akhlak dan
budi pekerli yang fidak tercela, yang berkemampuan
melaksanakan lugas secara profasional dan bertanggung
jawab, bersih dari korupsi, kolusi dan nepctlisme;

¢. bahwa Keputusan Reklor Universitas Bengkulu Nomor
445/J32.PIKP/1997 tenlang Etika dan Disiplin Dosen,
Mahasiswa, dan Karyawan Universitas Bengkulu sudah
lidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan yang
ada;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan

Rektor tentang Etika dan Disiolin Pegawai Universitas%
Bengkulu.
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< Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor &

: & tahun 1974
jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun ‘039 tentang Pokok-

Pokok Kepagawaian;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Presiden Republik 'ndonesia Nomor 11 Tahun
1959 terlang Sumpah Jabatar, Pegawai Negeri Sipil dan
Anggcta Angkatan Perang;

4,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil,

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1979 tentang Pemberhenlian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2004 lentang Larangan Pegawai Negeri Sipil
Menjadi Anggota Partai Politik;

7. Peraluran Pemerintati  Republik Indonesia Nomor 42
tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil,

8. Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 Tahun
1982 tentang Pendirian Universitas Behgkul'l;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/M
tahun 2009 tentang pengangkatan Rektor Universitas
Bengkulu

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 0169/0/1995 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Bengkulu

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 111/0/2004 Tentang Stawta Universitas J .
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Bengkulu

14 Keputusar Menteri Keuangan Rapublik

Indonesia Nomo
186 Tahun 2009 tenlang P=rats '

can Universitas Bengkulu

Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi

Pemerintaly Yang Manerapkan Pangelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum

Memperhatikan: 1. Keputusar Rapat Senat Universitas Bengkulu tanggal 9
Juni Tahun 2010

2. Keputusan Rektor Universitas  Bengkulu  Nomor

445/J30.P/KP/1997 tentang Elika dan Dis’plin Dosen,

Mahasiswa, dan Karyawan Universitas Bengkulu

MEMUTUSKAN

tMenctapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG ETIKA DAN DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS

BENGKULU
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

(1) Etika dan Disiplin adalah pedoman terulis yang berisi norma perilaku etis
dan disiplin bagi pegawai Universitas Bengkulu dalam kehidupan berbangsa
dan bemegara, bermasyarakat, berorqanisasi dan dalam berinteraksi di
lingkungan Universitas, maupun terhadap di;i sendiri.

2) Disiplin pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban
dan menghindari larangar. yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraluran kedinasar. yang apabila lidak ditaati atau d ’

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin,
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(3) Slkap dan Perilaku Dasar adalah nilai-nla dasar yang dijunjung linggi olen

masyarakat yang berdasarkan Pancasila ¥Yang viajib dilaksanakan olah
pegawal.

(4) Universitas adalah Universitas Bengkuly sebagai Badan Layanan Urnum,

(5 Rektor adalah Reklor Universitas Bengkuly.

(3) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang  memirnpin penyelenggaraan

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat,
pendidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.

(7) Pegawal adalah pegawai yang bertugas di

membina tenaga

Universitas Bengkulu baik
sebagal pegawal rageri sipil, calon Pegawai negeri sipil atay lainnya yang
bertugas sebagai tenaga administrasi atau tenaga penurjang sesuai
ketentuan Statuta Universitas Bengkulu.

(8) Pelanggaran etika adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai
yang melanggar ketentuan sikap dan perilaku dasar danfatau sikap dan
perilaku pegawal sebagaimana diatu dalam peraturan ini baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;

(9) Pelanggaran disiplin adalah seliap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai
yang tidak mentaati kewajiban dan/atau Ineianggar larangan ketentuan
disiplin pegawal sebagaimana diatur dalam peraturan ini baik yang dilakukan
di dalam maupun di luar jam kerja;

(10) Hukuman disiplin adalah nukuman yang dijatunkan kepada pejawai karena
melanggar peraturan disiplin pegawai:

(11) Keberatan adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh pegawai
yang tidak puas terhacap hukuman yang cijatuhkan oleh pejabal yang
berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum;

(12) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program
pendidikan di Universitas Bengkulu,

{(13) Pimpinan adalah pimpinan Universi.as yang terdiri atas Rektor dan
Pembantu Rektor.

(14) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh para Pembantu Dekan.

{15) Tujuan Universitas adalah menyiepkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik dan profesi .
yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah d
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masyarakat  dan  mamparkaa PEUAA/AN fasenal e o,
pembangunar. masyarakal rmadary (279 damokeahs tergse et ey
sebagal kerualan moral jang mandis mancapa nunggian bt

melalui pnnsip pengelolaan surnber da,a sasus dargan as

yang profesional. dan rmeningatkan ¥aaltas senars terealangtan et

menempati posisi unggul dalam persaingan dan ¥atiasama

as pergeiyiase

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan pedoman dan kstersuan

tentang etika dan disiplin bagi seluruh pegawai dalam melaysanakan tugas dan
tanggungjawabnya dalarn beraklivitas baik di dalarm maugun < luar jarn vetja

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui Peraturan Fektorn ini adalah

(1) Mewujudkan pegawai yang bertakwa, berbudi luhur, Juur, berdisiphn dan
memiliki kinerja yang prima.

(2) Menciptakan iklim kerja yang kondusif yang memperiancar pencapaian v,
misi dan tujuan Universitas,

(3) Mewujudkan rinerja yang unggul dan kepeloporan dalam masyararat.

4)  Mewujudkan komitmen be;sama pegawai unluk mendukung kepuasan
mahasiswa dosen dan lenaga perviurung lainnya serla  pemargru ] '
kepentingzan universitas

{5) Mengangkat harkat dan martabat pegawa.
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BAB Il
ETIKA PEGAWAI

Bagian Kesaty

Sikap dan Perilaku Dasar
Pasal 4

Setiap pegawai wajib mematuhi perilaku etika yang rengacu kepada sikap dasar
:ehagai berikut ;

1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Eza,

(2) setia dan taal terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,

serta menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama dar, etika.

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

berbudi luhur, dan sadar hahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh

kuat dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat luas.

&) mengembar: tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bentuk
pendidikan dan pembelajaran yang bermutu,
berkesinambungan, serta penuh tanggung jawab.

berkelanjutan dan
(6) mengembangkan, merefleksikan, dan menerapkan standar kompetensi,
kejujuran dan keteladanan yang tinggi sesuai dengan kompetensi dan
norma-norma agamanya, serta peraturan yang berlaku.

(7)

\

menciptakan suasana kehidupan kampus dan memelihara hubungan dengan
sesama pegawai sebaik-baiknya bagi kepentingan Universitas.

(8) memelihara hubuigan dengan mesyarakat di sekitar kampus dan
masyarakat luas untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran.

(9 memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara é
terus-menerus.

(10) bertindak profesional, netral, objektif dan tidak diskriminatif.

{11) memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat.
(12) memberikan pelayanan dengan bahasa yang santun dan efextif.
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Baglan Kedug
Sikap dan Parllaky Pogawal

Pasal i

Sehap Pegawar dalam pelaksanaan ugas dan borsikap dalam kehiupan szr g,
nan, - Wapb - berpedoman  pada  standay olka - barnagary

bttty anigag
vermasyarakat etika terhadap pispinan, elika aos

nma pagavial, innhinglswn safln
terhadap diri sendid yang menqacu pada nilal-nilal

alam Sikap Dasar Poeyawal
Universitas.

Pasal 6

tika bemegara vagi Pegawal meliputi :

I sefia dan taat kepada Pancasiia dan Undang-Undang Dasar 1046

< mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara,

3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4 mengutamakan kepentingan negara dan bangsa darl kepentingan pribadi
dan/atau golongan. ’

5. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang  borlaku  dalam
melaksanakan tugas,

8. melaksanakan tugas penyelenggaraan tala pemorintahan yong) borsih dan
berwibawa.

7 melaksanakan seliap kebijakan dan program dengan tanggap, terbuka, jujur,
dan fepat waxlu.

8. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya millk negara secara gl '
benar, efisien dan efektif,

9

tidak memberikan kesaksian palsu alau kelerangan yang lidak benar,
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Pasal 7

ftka dalam bermasyararat maliput ;
i menghormati seliap warga negara tanpa membedakan agama. kzpercaya
- K2pe an,
suru, ras, dan status sosial
2 rnewujudkan pola hidup sederhana,
5 memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun. tanpa pamrih
dan tanpa unsur paksaan.

4. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adi serta tidak
diskriminatif.

tanggap terhadab keadaan lingkungan masyarakat,

berorientasi  kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
melaksanakan tugas.

o

o

Pasal &

Etika dalam berorganisasi meliputi :

—_

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
menjaga informasi yang bersifat rahasia.

melaksanakan setiap kebijakan yang citetapkan oleh pejabat yang
berwenang.

N

o

4 membangun etos kerja unluk meningkatkan kinerja organisasi.
menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
dalam rangka pencapaian tujuan,

w

6. memiliki kompotens? dalam pelaksanaan tugas.

7. mematuhi dan menaati tertadap standar operasional dan tata kerja.

8. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovalif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi.

9 berorientasi nada upaya peningkatan kualitas kerja. _

10, menghindari  penyalahgunaan  penggunaan fasilitas institusi  untuk é
kepentingan prinadi.
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GILaPal Ja3aran kena pegawal yang dietapkan
menggunakan dan memeihara barang-barang -+,

negara _- 25 tas
Jengan sebak.ba kfiya

mambaikan pelayanan febak-baknya kepaca T A8 /aranal cEmangiy
repentingan menunast bidan ) Wijasnya Masing.mag ==
s

membimbing bawahan datam maelaksanakan tugas
membaikan kesempatan kepada bawahan untuk meangambangsan kaner

mantaat pataturan kednasan yang ditatapkan olan pejabat yang barnenang

Baglan Kedua
Perbuatan yang Dilarang

Pasal 13

Seliap pegawal dilarang

-~

menyalahgunakan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan papadi dan/atau orang
lain dengan menggunzkan kewenangan erang lain

tanpa 1zin pemerintah, universitas menjaoi pegawar atau bekerja unluk
negara lan dan/atau lembaga atau organisasi internasional,

bekera pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya
masyarakat asing;

mamilli,  menjual,  membdeli, menggadaikan, menyewakan, alau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen
atau surat berharga milik Negara, universitas secara tidak sah;

melakukan “egiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, tawahan, atau
orang lain di dalam maupun di luar ingkungan kerjanya dengan lujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau
tidak lanpsung merugikan negara;

memberi alau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik

f2carn langsung atau bdak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;

1
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Pasal 9

ztika terhadap s253mMa pegawal rmeliputi
menghormali s8sama pegawal fanpa matnbedakan aqae LTy
suku, ras. dan slatus sosial
5 memelihara rasa persatuan dan kesatuar
3. saling menghormati antara teman sejawat ta¥ secars sarmss #E e,
horizontal dalam suatu unit zerja, instansi taugun srdar instars

menghargai perbedaan pendapal.

(S

menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pagasmai.
menjaga dan menjalin kerja sama yang koogaratif s854r4 i,
7 menjaga dan menjalin rasa solidaritas,

o

Pasal 10

Etika terhadap mahasiswa, maliputi

1. berorientasi pada upaya peningrkatan kualilas layanan raahasis s,

2. menghindarkan diri dari memanfaatkan mahasiswa untuy ¥epeartonan prias,
kelompok, atau golongan.

3. memberikan layanan dengan empati, santun, tanpa parrrih dan tanpa unst
pemaksaan.

4. memberikan opelayanan secara cepat, iepal, terbuka dan adil sera tds%

diskriminatif.

tanggap terhadap keadaan mahasiswa.

memberikan informasi yang jujur dan terbuk4 epada mahasiswa,

bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan,

o N o o

menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

1. memberikan informasi secara jujur dan terbuka.

2 bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. menghindari konflik kepentingan pribad, kelompok maupun galongan. é

9
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spmistatif  untuk - meningkatkan  kuaitas

pengetahuan KemamgeLan

~amiliki dayz Juang yang inga
memalinara kasenatan jasmani dan rohan
menjaga kautuhan dan keharmonisan kaluaza

perpenampilan sederhana. (ap) dan sopan

BAB IV
DISIPLIN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Kewajiban Pegawai

Pasal 12

Setiap pegawai wajib :

1
2
3.

10.

1.

mengucapkan sumpah/janji pegawai,

mengucapkan sumpah/janji jabatan;

selia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah;

mantaati seqala ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, pegawai,
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendir,
seseorang, dan/atau golongan,

meamegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah
harus dirahasiakan;

bskeria dennan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara dan universitas;

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal
vang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah,
universitas terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

masuk keria dan mentaati ketentuan jam kerja;

10
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15.

manerima haciah atau suatu pemberian 303 123 ~an
! ww,= w=32n

| $3L3C0n Juga van
bzrhubungan dengan jabatan dan/atay Peksr2annya e
bertindak sewenang-wenang ternadap bawanarnya-
melakukan suztu tindakan atau tidak maiakukan SU2tu tindakan yang d
ingdat apat

menghalangl atau memparsuiit salah 33ty £73K ¥3n2 dizyani Sehincga"

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayan: i

mangh2'angi berjalannya tugas kedinasan:

memberikan dukungan kepada calon Presidan/Wakil Presiden, Dewan

Parwaki'an Rakyal, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan

Ra2%yat Daerah dengan cara:

a. i1t e2ra sebagai pelaksana kampanye;

b. meniadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNS;

¢. sebacai pes=rta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; czn/atau

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah sztu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
angaota keluarga, dan masyarakat,

memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah

atau salen Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan

surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat

Keteranoan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan,

memberikar: dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

dengan cara’

a terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/\Wakil Kepala Daerah; p

k. -aengqunakan fasiitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan/s

: ..
Kama2nye;
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angaois aeluaga, dan masyararat

BABY
PENEGAKAN ETIKA PEGAY/AI
Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 14

‘}  Etika peyawai merupaan asar dari tata tertin yang berlaku di Fngkungan

universitas
) Setiap pegawal yzr.g terbukti melanggar etika dijatuhi hukuman.
3) Pejabal yang berwenang manghukum terhadap pelanggaran etika pegawai

adalah pejabat yang bzrwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Bagian Kedua
Jenis Hukuman
Pasal 15

) Jenis hukuman terhadap pegawai yang terbukti melanggar etika pegawai
adaleh hukuman moral.

(2) Selain hukuman moral, pegawai yang melanggar etika pegawai dapat

dijatuhi hukuman d:siplin atau tindakan administralif lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

13
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Baglan Ketiga
Bontuk Hukuman Moral
Pasal 16

Hukuman moral dibual secara tenu s c8"san manyabulkan Idantitag

pelanggaran etika yang diakukan. pasa 0 dilanggar sen
moral yang dijatuhkan kepada pegawa yang varsangkutar,

palaky,
i jonts hukuman

Raglan Keempat
Polaporan Pelanggaran Etika
Pasal 17

(1) Setiap orang yang mengetahul terjadinya pelanggaran Etika Pegawal,

berhak untuk melaporkan kepada Rektor, Dekan, atau Pimpinan Unsur

Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat pegawal

bertugas dengan disertal bukti permulaan yang cukup.,

(2) Laporan terjadinya pelanggaran terhadap Elika Pegawal dilakukan secara
tertulis dengan menyebutkan waktu, ‘empal, identitas pegawai yang

melakukan pelanggaran, jenis pelanggaran etika yang dilakukan serta

identitas pelapor,

(3) Rektor, Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, alau Pimpinan
Unsur Penunjang, dapat merahasiakan identitas pelapor, kecuali terhadap
pelaoar dari luar universitas, Identitas pelapor harus disebulkan secara jelas.

Baglan Kelima

Tata cara Pemanggilan dan Pemeriksaan Pelanggaran Etika
Pasal 18

(1) Sebelm pegawai dijatuhi nukuman, setiap atasan langsung  waijib

memeriksa terlebih dahulu pegawai yang diduga melakukan pelanggaran
etixa,

{2) Pegawai yanq didiga melakukan pelanggaran etika dipanggil secara tertulis j .
oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
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) Surat pangglan memua: dzrnias yang dipanggil

tempal daﬂ \-Jap
pemeriksaan, kedudukan - z- t

arggil dalam pemeriksaan sana alasan

s Zio
pemanggilan.
') Pemanggilan dilakukan c3't~3 'ambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
3
pameriksaan

() Apabila pada tanggal yang szharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak
hadir, rmaxa dilakukan pemanggilan kecua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejax tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan
pertama.

i) Apabiia pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
pegawai yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang
menghulkum menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti dan keterangan
yany ada tanpa dilakukan pemeriksaan. .

/7). Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam
beniuk cerita acara pemeriksaan.

{8) Beiita acare permeriksaan ditandatangani oleh pejabat yang melakukan
nemetiks2aan dan pegawai yang diperksa.

{9) Seligp Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskririnasi dalam proses
pemenksaan,

i10) Pegawai yang digerizsa memiliki hak untuk melakukan pembelaan.

Bagian Keenam

Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman
Pasal 19

Apabila menurul hasil pemeriksaan oleh atasan langsung iersebut kewenangan

untuk menjatuhkan hukuman kepada pegawai tersebut merupakan kewenangan :

a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan largsung tersebut wajib
menjatuhkan riuicuman moral;

b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib me\aporkanf
sacara hierarki disertai barita acara pernerixsaan.
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Pasal 20

(1) Penyampaian hukuman moral dapat dllakukan secara tertutup atau terbuka
oleh pejabat yang berwenang menghukum,

(2) Penyampaian hukuman ~T:z-al secara tertutup dilakukan olen pejabat yang
berwenang menghukum arau pejabat lain yang ditunjuk dalam fuang tertutup
dan hanya diketahpi oleh pegawai yang bersangkutan dan pjabat yang
menyampaikan hukuman.

(3) Penyampaian hukuman moral secara tertutup dapat dihadiri oleh pejabat lain
yang terkait dengan ketentuan pangkat pejabat yang menghadiri sama
atau lebih tinggi dari pegawai yang dijatuhi hukuman.

{4)  Penyampalan hukuman moral secara terbuka dilakukan melalui forum-forum

pertemuan resmi pegawai atau forum lainnya yang dipandang sesuai untuk
itw,

Bagian Ketujuh
Keberatan Atas Hukuman Moral

Pasal 21

(1) Setiap pegawai yang dijatuhi hukuman atas pelanggaran etika pegawai
dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung pejabat yang
berwenang menghukum.

(2) Keberatan dilakukan secara tertulis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
kerja sejak disampaikannya hukuman .

(3) Atasan langsung pejabal yang berwenang menghukum wajib membuat
putusan alas keberatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejzk ditznmanya surat keberatan.

'4) Putusan atasan langsung pejabat yang berwenang menghukum merupakan é/ -
nutiisan yarg bersifat final.
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BAB VI
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

Pegawai yang lidak mentaaii ketentuan larangan dan/atau kewajiban pegawai
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan 13 Peraturan ini dijatuhi hukuman
disiplin

g Pasal 23
Dengan tidak mengesampingkan ketentuan daiam peraturan perundang-
undancan pidana, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 24

1) Tingkat hukuman disip!in terdiri dari :
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari :
a teguran lisan;
h. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tardiri dari
n penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahum;

h. nenundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
6. pentrnan pangkat setingkat lebih rendah selama™ (satu) tahun. @[ ‘
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(3)

Jeris nukuman disiplin berat sebagzimana dimaksud pada ayvat (-

ayst* Penf e
"@rdin dan
3 pznurunan pangkat setingkat lebin rendan selama 3 (haa2) tanun
® pzmindahan dalam rangka penurunan jabatan seting¥at labih randzh

o
o

zmb2basan danjabatan
d pembearnei nan dengan normat tidak 2!3s permintazn sendir sebaga:
oegawar dan

e. osmberhentian tidak dengan hormat sebaga: pegawal

Bagian Ketiga
Peiabat vang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Pasal 25

Untuk kepastian penegakan Peraturan Disiplin Pegawai, maka Peraturan
Disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di
lingkungan universitas.

Setiap Pegawai yang terbukli melanggar Peraturan Disiplin dikenakan
hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum.

Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang berwenang
rmengnhukum sebhagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat
Pelaporan Pelanggaran Disiplin

Pasal 26

(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Peraturan Disiplin,

berhak untuk melaporkan kepada Rektor secara langsunq atau rmelalui
Dekan, atau Pimpinan, Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur
Penunjang sebagai atasan langsung pegawai yang dilaporkan dengan
disertai bukti permulaan yang cukup.
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Bagian Kelima
Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disihn

Pasal 27

(1) Pegawai yang diduga melsiakan pelangsaen disiclin doarcgl secers

tertulis oleh atasan langsung untuk diatukan pemerksaan

(2) Pemangadlan kepada pagawai yang ¢iduga melalaian pelangcarsn JsiTin
dlakukan paling lambat 7 (wjuh) hari ka1 sebelum tanggal pemariazzn.

3) Apzbila pada tanggal yang seharusnya yang berszngiautzn doerisz Te2v
hadr, maka diakukan pemanggian kedua paing lamBat 7 (1) rzr ez
cejak tangoal seharusnya yang bersangkutan diperiksa padz pemenggian
pertamz .

(4) Avabia pada tanggal pemeriksaan sebagamana dmziaud sadz =yt )

vegawai vang barsangkutan idak hadr juga maka peizbzt yarg berasreng
menchukum meniatubkan hukuman disiplin berdasarkan 2'zt g dan

\aterzngan varg oda tanoa dilakukan pamenksaan

Pasal 23

(1) Setelum pegewal diatuhn hukuman disiplin, setizp 2lasan langsung w2

°y

(8]

B

memoriksa terlebih dahulu pegawal yang disangkakan melakuiear
relapgoaran disiplin,

(2) Femedrsaan sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dilakukan secara,l' -
tertutup dan ihasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemerixsaan. :
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.
3

4)

4)

\

Berita Acara Famenisaan ditandatangani olah pemeriksa dan pegawai /ang

dipaiinsa

Apatiia menurut hasil pemeriksaan sebagalmana dimaksud pada iyat (1)

kev.2nangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kapada pagawal lsrsehi

merunakan kawanangan

a  atasan langsung vang bersangkutan maka atasan langsung tersabul
wark meaiatuhkan hukuman disipling

b pejzhat yang labih tinggl maka atasan largsung lersabut wajit
melanorkan secara hlerarkl disertal berila acara pemeriksaan

Pasal 20

Khusus untik palanggaran disiplin yang ancaman hukumannya Hngkal

sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa,
Tim Pamerikea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tordiri darl atassn

langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawalan alau pejabat laln
yangq ditunjuk.
Tim Pemerksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentulc olah Reklor

atau pejabat lain vang ditunjuk.

Pasal 30

Anabila dipedukan, atasan langsung, Tim Pemarlksa alnu pejabat yan(
berwanang menghukum dapat meminta keterangan darl orang lain.

Tim Pemeritsa wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan melaporkan hasil
pererksadn kepada Rektor atau pejabal lain yang ditunjuk  dalam waktu
ddo o metabini 30 Liga pulub) hari kerja.

Seliap pegaaal dperlakukan sama tanpa ada diskriminasl datam setlap
proses pameiksaan,

@etien Pegowal mamiliki hak untuke melakukan pembelaan dalam prosas /3(

amaiKEaan
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Baglan Kollma
Rakomandas! Tim Pamaorlksa

Pasal M

(1) Tin Pemeriksa membuial rekomendasi jans hukuman yang akan dijatuhkan
terhadap pegawai yang diduga melakukan palanggaran disiplin kepada
pejabat yang berwenang menghukum,

(2) Rekomendasi Tim Pemeriksa tidak mengikat Kepada pejabat yang
berwenang menghukurn akan tetapi merupakan salah satu partimbangan
yang akan digunakan pejabat yang borwanang  manghukum dalam
marputuskan jenis hukuman

(3) Jenls hukuman yang akan dijatuhkan kepada pegawal yang diduga
melakikan pelananaran disiplin sepenuhnya menjadi kewanangan pejabat

vang banvenang menghukum.

Bagian Keenam

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 32

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum
memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai yang
disangkakan melakukan pelanggaran disiplin.

{2) Pejabat yang bsnvenand menghukum wajib memperimbangkan dengan
seksama akibat perbuatan peoawai vang bersangkutan, besar kecilnya
kerugian, besar hecilnya dampak, kedudukan / Jabatan pagawai yang
hersangkutan, motivasi, faktor yang memberatkan dan meringankan palaku
nalanggaran  aisiplin - dalam memutuskan jenis hukuman yang akan
dijatubkun

(3) HKepuwsan hukuman disiplin wajib memuat pelanggaran disiplin apa yang
giaknkon ~'2h pegawai yang barsangkutan serta pasal peraturan yang ;( '

dangzar.
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Pog s al yang bacdasakae hastlh pemaeriksaan tartukes 1 atakukan beberapa
pelanggaran maka Kepadanya hanya dapat dijatuhn satu Jenis hukumzn
disiplin

() Pogawai yang  permah aijatuhi - hukuman disiplin - letapl  meiakukan
pelangaatan  dhsiphnlage yang sifalnya  SaMa. Mak)  Eeqawal yang
persangkutan dyatuhl hukuman disiplin yany lebih berat dan vang sudah

parsh dinatuhkan kepadanya

Baglan Ketujuh
Penyampalan Hukuman Dislplin

Pasal 33

(1) Seliap penjatuhan hukuraan disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat

yanq berwenang menghukum.

(2) Keputusan sebagaimana dimakeud pada ayat (1) disampaikan secara
tertutup oleh pejabat yang berwenana menghukum atau pejabat lain yang
ditunjuk  kepada pegawai yang persangkutan serta tembusannya

disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
(3) Secara teriutup sebagaimana dimaksud p
t keputusan hanya diketahui pegawal yang dijatuhi

ada ayat (2) adalah bahwa

penyampaian sura
hukuman dan pejabat yang menyampaikan keputusan serta pejabat lain
yang terkail, drngan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksul jabatan dan
nangkataya tidek boleh lebih rendah dari pegawai yang dijatuhi hukuman.

(4) Penyamoalan keoutusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat

heios) hart kera sejak keputusan ditetapkan.

(5) nN='am ol peqzwal yang dijatuhi hukuman disiplin
tusan dikirim kepada yang

tidak hadir pada saat
prnvamoaian keputusan hukuman disiplin, kepu

harsanakutar,
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Bagian Kedelapar,
Upaya Admlinistratif

Pasal 34

Upaya admnstrashi terdiri dan keberatan dan baniing admin sirasi
- AL )

Pasal 35

Hukuman disipln tingkat ringan tidak daoat diajukan upaya administratif

(1) Pegawai Yyang dijatuni hukuman disiplin tingkat nngan ridak dapat
menaajukan upaya administratif keberatan maupun banding administratif.

(2) Pegawaiyang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat sedang atau .
tingkat berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan
langsung oejabat yang berwenang menghukum dalarn tenggang waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak hari ia menerima keputusan hukuman
cisinlin tersebut.

(3) Dalam surat keberatan harus memuat alasan-alasan keberatan.

(4) Keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum merupakan
kenutysan vana bersifat final dan tidak dapat disjukan keberatan.

Bagian Kesembilan
Mulai Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 36
berlaku sejak tanggal keputusan

(1) Hukuman disiplin tingkat ringan mulai

ditetapkan.
(2) Apabila tidak ada ke
berlaku sejak hari ke 15

heratan, hukurnan disiplin tingkat sedang dan berat

(lima belas) sejak pegawai yang bersangkutan
(menerima keoutusan hukuman disiplin

(3) Apsbila ada keberatan, maka hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat
herat mulai her'aku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan.

(4) “nusus jenis hukuman disiplin berupa peambebasan dari jabatan berlaku f

mlai largs ol ditntaplan oleh pejabat yany berwenang menghukum.
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BAB VII
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN
Pasal 37

(1) Keputusan hukuman wajib didokumertasikan oalsh pejabat pangelola
kepegawaian di unit yang bersangkutan.
(2) Dokumen keputusan hukuman digunakan sebagai salah satu bahan penilaian

dalam pembinaan p2gawai.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

(1) Hukuman yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan
sedang dijalani oleh pegawai yang bersanqkutan dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pelznggzran yang dilakukan oleh pegawai dan telah dilakukan pemeriksaan
sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini maka hasil pemeriksaan tetap
berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

(3) Pelanggaran yang terjadi sebelum berlakunya Feraturan Rektor in’ dan belum
dilakkan perneriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Pada saat Peraturan Rektor in mulai berlaku maka Keputusan Rektor Nomc:
445/J20.P/KP/1997 tentang Elika dan Disiplin Dosen, Maheasiswa, dan Karyawan

dinyatakan tidak barlaku lagi.
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Pasal 40
Zaratwran Rektor in mulal berlaku pada tanggai ditetapkan

Ditetapkan : di Bengkulu
: 10 Juni 2019

r. Zaingd Muktamar, MSc. Ph.D.
.195911101984031005
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